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BAB VI 

SARAN 

 Saran yang dapat disampaikan dari hasil PKPA di Kimia 

Farma 407 Surabaya antara lain sebagai berikut : 

1. Mahasiswa calon  Apoteker diharapkan untuk lebih 

meningkatkan kemampuan bekomunkasi sehingga dapat 

memberikan informasi kepada pasien dengan baik, serta 

membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang 

obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar 

dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi, dan 

edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas. 

2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan untuk lebih berperan 

aktif dalam melaksanakan kegiatan PKPA di apotek agar 

dapat memperoleh informasi yang optimal sehingga dapat 

menambah wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan dalam 

mengelola apotek. 

3. Apotek sebagai gerbang farmasi komunitas dapat 

menjalankan fungsi promotif dan preventif agar pengobatan 

kuratif dapat ditekan sehingga masyarakat menjadi sehat. 

4. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat mempelajari 

macammacam obat dari berbagai kelas terapi supaya 

wawasan dan pengetahuan yang didapatkan lebih banyak. 
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